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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL FISIK YANG DILAKUKAN PADA ORANG 

DENGAN GANGGUAN JIWA  

 

Oleh 

Dea Silmi Atika 

Tindak Pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada Orang Dengan 

Gangguan Jiwa merupakan pelanggaran hukum yang serius dan membutuhkan 

penegakkan hukum yang tegas oleh aparat. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk dimana terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana kekerasan seksual fisik pada Orang Dengan Gangguan 

Jiwa  sesuai dengan pasal 285 KUHP, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. 

Dan membayar perkara sejumlah Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah).Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada Orang Dengan Gangguan 

Jiwa dan apa saja faktor yang menghambat proses penegakkan hukum tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  dan empiris. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan 

narasumber, termasuk Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Hakim 

pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Dosen bagian Hukum 

Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran yang komprehensif. 

Penegakan hukum dalam Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk telah melalui 

tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, tetapi masih terdapat kekurangan. Pasal 

285 dan 286 KUHP serta UU TPKS sebenarnya memberikan perlindungan lebih 

bagi korban ODGJ, termasuk hak pemulihan dan pemberatan pidana bagi pelaku, 

namun penerapannya belum berjalan maksimal. Pada tahap aplikasi, aparat 

penegak hukum terkendala minimnya bukti elektronik dan rendahnya partisipasi 

masyarakat. Pada tahap eksekusi, pidana telah dijalankan, tetapi pemulihan 

korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial belum terpenuhi optimal. 

Selain itu, hakim seharusnya tidak memberi keringanan hukuman hanya karena 

terdakwa sopan atau baru pertama kali dipidana, melainkan menjatuhkan pidana 

yang lebih tegas sesuai Pasal 285 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun, 

mengingat korban adalah penyandang disabilitas yang tidak mampu membela diri 

dikarnakan keterbatasan mental. 
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Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum pada Putusan Nomor 

657/Pid.B/2024/PN Tjk terlihat dari berbagai aspek. Faktor substansi hukum, 

KUHP masih lebih dominan digunakan dibanding UU TPKS sehingga 

perlindungan korban belum maksimal. Faktor aparat penegak hukum, polisi 

terhambat minimnya alat bukti, jaksa menghadapi ketidakkonsistenan keterangan 

korban, dan hakim harus melibatkan ahli karena kondisi psikologis korban. Selain 

itu, dalam putusan tersebut hakim belum memaksimalkan penerapan pidana sesuai 

Pasal 285 KUHP dan ketentuan pemberatan dalam UU TPKS, sehingga rasa 

keadilan bagi korban berkurang. Dari aspek sarana, dukungan teknologi dan 

layanan khusus bagi korban masih terbatas. Sedangkan dari faktor masyarakat dan 

budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melapor serta 

penyelesaian secara kekeluargaan turut menghambat penegakan hukum.  

Saran dari penelitian ini adalah Aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim 

diharapkan mengedepankan perlindungan terhadap korban, khususnya 

penyandang disabilitas, dengan menjatuhkan pidana yang tegas dan sepadan tanpa 

keringanan berdasarkan alasan subjektif seperti sikap sopan atau status pelaku 

pertama kali. Penggunaan UU TPKS perlu diperkuat dan disinkronkan dengan 

KUHP agar ketentuan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk Pasal 70 dan 

Pasal 15 ayat (1) huruf h, dapat diterapkan secara efektif. Aparat penegak hukum 

juga perlu meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan melalui penguatan 

alat bukti serta kemampuan menangani korban penyandang disabilitas, disertai 

penyediaan fasilitas restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial yang memadai. 

Pemerintah perlu melengkapi sarana pendukung seperti teknologi forensik dan 

layanan khusus korban, sementara masyarakat diharapkan meningkatkan 

kesadaran hukum dan keberanian melapor agar penegakan hukum berjalan lebih 

efektif dan tidak terhambat budaya penyelesaian secara kekeluargaan. 

Kata Kunci: Penegakkam Hukum, Kekerasan Seksual, Orang Dengan 

Gangguan Jiwa.   



4 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES 

PHYSICAL SEXUAL ABUSE ON PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS 

 

By 

Dea Silmi Atika 

The crime of physical sexual violence committed against people with mental 

disorders is a serious violation of the law and requires strict law enforcement by 

the authorities. The case studied in this study is Decision Number 657 / Pid.B / 

2024 / PN Tjk where the defendant was proven to have committed the crime of 

physical sexual violence against people with mental disorders in accordance with 

Article 285 of the Criminal Code, the defendant was sentenced to 8 years in 

prison. And pay a case of Rp. 2000.00, - (two thousand rupiah). The problem in 

this study is how to enforce the law against perpetrators of physical sexual 

violence committed against people with mental disorders and what factors hinder 

the law enforcement process 

This research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection 

was conducted through literature review and interviews with sources, including 

investigators from the Bandar Lampung City Police Department, judges at the 

Tanjung Karang District Court Class 1A, and lecturers in the Criminal Law 

department at the University of Lampung. Data analysis was conducted 

qualitatively to obtain a comprehensive picture. 

Law enforcement in Decision Number 657/Pid.B/2024/PN Tjk has gone through 

the stages of formulation, application, and execution, but several shortcomings 

remain. Articles 285 and 286 of the Indonesian Criminal Code  and the Sexual 

Violence Crime Law actually provide greater protection for victims with mental 

disabilities), including rights to recovery and the imposition of aggravated 

sentences for perpetrators. However, their implementation has not been carried 

out optimally. In the application stage, law enforcement officers face obstacles 

such as the lack of electronic evidence and low community participation. In the 

execution stage, although the sentence has been carried out, the victim’s 

recovery—including restitution, rehabilitation, and social support—has not been 

fulfilled adequately. In addition, the judge should not grant sentence mitigation 

merely because the defendant was polite or a first-time offender. Instead, the judge 

should impose a stricter punishment in accordance with Article 285 of the KUHP, 

which provides for a maximum imprisonment of 12 years, considering that the 

victim is a person with disabilities who was unable to defend herself due to mental 

limitations 
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The factors hindering law enforcement in Decision Number 657/Pid.B/2024/PN 

Tjk can be seen from several aspects. From the aspect of legal substance, the 

KUHP is still more dominantly applied than the UU TPKS, resulting in 

suboptimal protection for victims. From the aspect of law enforcement officers, 

the police are constrained by limited evidence, prosecutors face inconsistent 

statements from the victim, and judges need to involve experts due to the victim’s 

psychological condition. Furthermore, in this decision, the judge has not fully 

applied the sentencing provisions under Article 285 of the KUHP and the 

aggravating factors under the UU TPKS, thereby reducing the sense of justice for 

the victim. In terms of facilities, technological support and specialized services for 

victims remain limited. Meanwhile, from the societal and cultural aspects, low 

public legal awareness and the tendency to settle cases through familial 

approaches further hinder law enforcement efforts. 

The suggestion from this research is that Law enforcement officers—investigators, 

prosecutors, and judges—are expected to prioritize the protection of victims, 

especially persons with disabilities, by imposing firm and commensurate 

sentences without granting mitigation on subjective grounds such as politeness or 

first-time offender status. The application of the UU TPKS needs to be 

strengthened and synchronized with the KUHP so that protection and recovery 

provisions for victims, including Article 70 and Article 15 paragraph (1) letter h, 

can be effectively implemented. Law enforcement officers must also improve the 

quality of investigation and prosecution through stronger evidence collection and 

enhanced capacity in handling victims with disabilities, supported by adequate 

facilities for restitution, rehabilitation, and social assistance. The government 

must provide supporting infrastructure such as forensic technology and 

specialized victim services, while society is expected to increase legal awareness 

and willingness to report so that law enforcement can run more effectively and is 

not hindered by the practice of familial settlement. 

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, People with Mental Disorders  
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MOTTO 

 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 

 (QS. Ar-Ra’d: 11)  

 

 

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku 

tidak ada artinya” 

(Dea Silmi Atika) 

 

 

“Kakak,semoga setiap langkah baru setelah skripsi ini membawa cahaya yang 

kamu cari” 

(Nazwa Azzahra)  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan yang menjunjung perlindungan Hak Asasi Manusia, 

pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. 

Sejak tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan disatukan di dalam 

Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-Undang 

Kesehatan,Pasal-Pasal yang mengatur tentang kesehatan jiwa sangat sedikit. 

Padahal, pada tahun 1966 Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang 

mempunyai Undang-Undang Kesehatan Jiwa, barulah pada tahun 2014 Undang-

Undang kesehatan Jiwa kembali di tetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan 

tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau 

tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan 

paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban.1 Sejalan dengan 

pandangan diatas UNICEF berpendapat kekerasan seksual meliputi penggunaan 

atau pelibatan seseorang secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan 

atau paksaan terhadap seseorang untuk melibatkan dalam kegiatan seksual. 

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di 

tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kata pelecehan berarti kekerasan dan 

tidak menyenangkan. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pelecehan seksual 

non-fisik. Setiap orang yang melakukan tindakan seksual non-fisik yang ditujukan 

kepada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud 

 
1 Nalpitupulu, Y. R., & Juliol, B. A. (2014). Pellelcelhaln Selksuall Analk Di Balwalh Umur Paldal Analk 

Indolnelsial. Jurnall Multidisiplin Indolnelsial, 2(10), hlm 3088. 
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merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan 

dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal sembilan bulan dan/atau denda 

maksimal Rp10.000.000. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum 

yang adil dan formal bagi korban kekerasan seksual serta memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat.2 

Kurangnya bukti menjadi hambatan utama bagi korban kekerasan seksual non-

fisik dalam melaporkan kejadian. Selain itu, dinamika psikologis yang dialami 

korban juga membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. 

Perilaku yang mencerminkan kekerasan seksual non-fisik mencakup tindakan 

dominasi oleh salah satu pihak yang bersifat mengontrol, merendahkan, 

mengintimidasi, menghina, dan melecehkan baik secara verbal (ucapan) maupun 

non-verbal (gestur). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 

satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan terhadap pelaku, seperti 

keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, keterangan 

terdakwa, serta bukti lain dalam bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di 

tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti 

kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual 

merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara 

memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak 

dikehendaki.3Perlindungan hukum Gangguan jiwa menurut Depkes RI dikutip 

oleh Suprayitna adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa individu yang 

menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan 

pada individu dalam melaksanakan peran sosial.4 Jadi, gangguan jiwa adalah 

kondisi mental (penyakit) lemah yang merusak kepribadian melalui perilaku 

abnormal dan dapat menyulitkan seseorang atau individu untuk beradaptasi, 

 
2 R. Molnical, E. S. Dolnal, B. R. Husin, alnd R. A. Salputral, “Relgulaltioln olf noln-physicall selxuall 

viollelncel in Indolnelsial (alnallysis olf lalw numbelr 12 olf 2022 colncelrning selxuall viollelncel),” 

Intelrnaltiolnall Jolurnall olf Advalnceld Relselalrch, voll. 11, hlm. 1173-1177, 2023. 
3 Palraldialz & Solpolnyolnol, (2022), Pelrlindungaln Hukum Telrhaldalp Kolrbaln Pellelcelhaln Selksuall, 

Jurnall Pelmbalngunaln Hukum Indolnelsial, 4(1), 61-72. 
4 Supralyitnal Halrdiyalntal, Melngelnall Galnggualn Jiwal Seljalk Dini, (Yolgyalkalrtal:CV Aswaljal 

Prelssindol,2014),hlm 69.  
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mengenali, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.5Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, adalah individu yang mengalami 

ketidakseimbangan pada aspek pikiran, perilaku, dan emosi. Kondisi ini ditandai 

dengan munculnya gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat 

menimbulkan penderitaan serta menghambat kemampuan mereka dalam 

menjalankan peran sebagai manusia.  

Gangguan jiwa sendiri mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi cara 

seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kondisi ini dapat bersifat ringan 

hingga berat, serta memerlukan penanganan yang berbeda sesuai tingkat 

keparahannya. Dalam konteks hukum maupun sosial, istilah Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) digunakan untuk menghindari stigma yang sering 

melekat pada sebutan “cacat mental”,. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat memiliki arti kekurangan yang 

menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang 

terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), kemudian mental berarti 

bersangkutam dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau 

teìnaga.6  

Keìkeìrasan seìksual meìrupakan peìrilaku atau tindakan yang beìrsifat seìksual yang 

dilakukan tanpa peìrseìtujuan dari pihak yang meìnjadi korban. Tindakan ini bisa 

beìrupa peìmaksaan hubungan seìksual, peìleìceìhan seìksual, peìmeìrkosaan, eìksploitasi 

seìksual, hingga intimidasi yang beìrkaitan deìngan seìksualitas seìseìorang. 

Keìkeìrasan seìksual meìlanggar hak asasi manusia, meìreìndahkan martabat korban, 

dan dapat meìnyeìbabkan trauma fisik maupun psikologis yang meìndalam. 

Keìkeìrasan seìksual juga meìrupakan suatu peìrbuatan yang dilakukan seìseìorang 

deìngan niat dan meìnggunakan paksaan atau ancaman yang tanpa peìrseìtujuan dari 

salah satu pihak yang tidak dikeìheìndaki, bukan hanya seìbatas pada kontak fisik 

namun juga leìbih keìpada aktifitas seìksual, dimana hal ini beìrdampak keìpada 

meìntal, keìjiwaan dan bahkan sampai meìrugikan keìseìhatan fisik korban.  

 
5 Ibid, hlm 8. 
6 Walrdhalnal, Wisnu Calkral, alnd Yunalntol Yunalntol. "Pelmbalgialn Halrtal Walrisaln Balgi Oralng Dallalm 

Galnggualn Jiwal (ODGJ)." UNES Lalw Relvielw jolurnall 6.2 (2023): palgel 4157 
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Keìkeìrasan seìksual di Indoneìsia sudah meìnjadi isu yang tidak asing lagi di teìngah 

masyarakat. Pada tahun 2021, teìrcatat seìbanyak 10.247 kasus keìkeìrasan seìksual 

teìrjadi. Seìcara sosial, keìkeìrasan ini umumnya teìrjadi kareìna peìlaku meìlihat 

adanya peìluang, yang keìmudian dipeìrkuat oleìh dorongan hasrat seìksual seìhingga 

muncul niat untuk meìlakukannya teìrhadap korban.7 Dapat disimpulkan bahwa 

peìraturan atau reìgulasi yang beìrlaku di Indoneìsia teìlah deìngan jeìlas 

meìncantumkan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan keìpada peìlaku. Aturan teìrkait 

sanksi untuk kasus keìkeìrasan seìksual diatur seìbagai beìrikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 285 yang 

meìnyatakan “Barangsiapa deìngan keìkeìrasan atau ancaman keìkeìrasan 

meìmaksa seìorang wanita beìrseìtubuh deìngan dia diluar peìrkawinan, diancam 

kareìna meìlakukan peìrkosaan deìngan pidana peìnjara paling lama dua beìlas 

tahun” 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 286 yang 

meìnyatakan “Barangsiapa beìrseìtubuh deìngan seìorang wanita diluar 

peìrkawinan padahal dikeìtahui bahwa wanita itu dalam keìadaan pingsan atau 

tidak beìradaya diancam deìngan pidana peìnjara paling lama seìmbilan tahun”. 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 yang 

meìnyatakan “Barangsiapa deìngan keìkeìrasan atau ancaman keìkeìrasan 

meìmaksa seìseìorang untuk meìlakukan atau meìmbiarkan dilakukan peìrbuatan 

cabul,diancam karna meìlakukan peìrbuatan yang meìnyeìrang keìhormatan 

keìsusilaan ,deìngan pidana peìnjara paling lama seìmbilan tahun." 

Adanya peìrbuatan tindak pidana karna meìmeìnuhi unsur-unsur seìbagai beìrikut:  

1) Meìlanggar undang-undang 

2) Sifat meìlawan hukum 

3) Ada unsur keìsalahan (meìns areìa) yaitu adanya niat jahat dari peìlaku 

4) Suatu Tindakan (actus reìus) peìrbuatan yang beìnar-beìnar dilaksanakan oleìh 

peìlaku.8 

 

 
7 Vitolriol, Malntalellaln. "Pelmelrintalh Caltalt 6.500 Lelbih Kalsus Kelkelralsaln Selksuall telrhaldalp Analk 

Selpalnjalng 2021." Kolmpals.colm, 19 Jaln. 2022, https://nalsiolnall.kolmpals.colm/pelmelrintalh-caltalt-

6500-lelbih-kalsus-kelkelralsaln-selksuall-telrhaldalp-alnalk-selpalnjalng-2021. Dialksels 2 Jalnualri 2025,pukul 

1;56 WIB. 
8 Lalmintalng, P.A.F. Dalsalr-Dalsalr Hukum Pidalnal di Indolnelsial. Balndung: Citral Adityal Balkti, 

2018.hlm 72 
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Tindak pidana keìkeìrasan seìksual di masyarakat meìndorong peìrlunya reìgulasi 

peìndukung yang dirancang oleìh peìmbuat undang-undang. Reìgulasi ini beìrtujuan 

untuk meìlindungi dan meìnjamin hak-hak seìluruh masyarakat, teìrmasuk orang 

deìngan gangguan jiwa (disabilitas meìntal). Salah satu reìgulasi yang meìnjadi 

peìrhatian publik saat ini adalah Rancangan Undang-Undang teìntang Peìnghapusan 

Keìkeìrasan Seìksual. 

Meìnurut Soeìrjono Soeìkanto, peìneìgakan hukum adalah proseìs untuk meìwujudkan 

keìteìntuan hukum meìnjadi keìwajiban yang dipatuhi oleìh masyarakat. Seìcara 

konseìptual, ia meìnjeìlaskan bahwa peìneìgakan hukum meìlibatkan upaya 

meìnyeìlaraskan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang jeìlas deìngan 

tindakan nyata. Tujuannya adalah untuk meìnciptakan, meìnjaga, dan 

meìmpeìrtahankan keìteìraturan dalam keìhidupan beìrmasyarakat.9 Peìneìgakan hukum 

juga beìrkaitan eìrat deìngan hak asasi manusia, namun peìlaksanaannya meìlibatkan 

peìnggunaan alat paksa khusus (bijzondeìr dwangmiddeìleìn). Alat paksa ini bukan 

beìrarti peìmaksaan seìcara fisik, meìlainkan tindakan yang sah seìsuai peìraturan 

peìrundang-undangan, seìpeìrti proseìs peìnangkapan, peìnahanan, dan peìnyitaan.10 

Peìneìgakan hukum dapat diartikan seìbagai upaya aparatur peìneìgakan hukum 

teìrteìntu agar dapat meìnjamin dan meìmastikan bahwa aturan hukum itu beìrjalan 

seìbagaimana yang teìlah diatur seìharusnya oleìh aturannya.11Proseìs peìneìgakan 

hukum dilakukan seìsuai deìngan maksud peìmbuat undang-undang, yang teìrceìrmin 

dalam keìteìntuan hukum yang beìrlaku. Peìneìgak hukum beìrpeìran dalam 

meìlindungi keìpeìntingan masyarakat deìngan meìmastikan hukum dipatuhi. 

Keìpatuhan teìrhadap hukum dipeìrlukan untuk meìnjaga hak dan keìpeìntingan 

manusia.Peìneìgakan hukum dapat beìrlangsung seìcara alami tanpa disadari, teìtapi 

juga bisa teìrjadi akibat peìlanggaran teìrhadap hukum. 12. eìfeìktivitas peìneìgakan 

hukum sangat beìrgantung pada inteìgritas, profeìsionalitas, seìrta konsisteìnsi aparat 

peìneìgak hukum dalam meìneìrapkan aturan seìcara adil dan tidak diskriminatif. 

 
9 Balringbing Simpul, RE, Melwujudkaln Supelrmalsi Hukum. Pusalt Kelgialtaln Relfolrmalsi, Jalkalrtal, 

2001, hlm 55. 
10 Solelrjolnol Solelkalntol, Hukum Acalral Pidalnal, Baldaln Pelnelrbit Univelrsitals Dipolnolgolrol, 

Selmalralng,2006, hlm 7. 
11 Anggralelni, Distal, alnd Nolvi Dalmalyalnti. "Pelnelgalkaln Hukum yalng Belrkelaldilaln di 

Indolnelsial." Indigelnolus Knolwleldgel 1.2 (2022): 188-196. 
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Sisteìm peìneìgakan hukum pidana, tanggung jawab teìrseìbut beìrada pada pihak-

pihak yang teìrlibat dalam sisteìm peìradilan pidana. Peìneìgakan hukum teìrhadap 

tindak pidana keìkeìrasan seìksual yang di deìrita Orang Deìngan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) sudah dilakukan oleìh aparat peìneìgak hukum, faktanya hanya dilakukan 

meìdiasi tanpa beìrakhir di meìja peìrsidangan, seìhingga dikeìmbalikan keìpada pihak 

yang beìrweìnang. Para peìlaku keìkeìrasan seìksual ini seìringkali meìnganggap bahwa 

orang dalam gangguan jiwa tidak meìnyadari bahwa ia seìdang dipeìrkosa dan di 

paksa meìlakukan hubungan badan dikarnakan keìteìrbeìlakangan meìntalnya.13 

Keìkeìrasan seìksual masih banyak teìrjadi di masyarakat seìbanyak 781 kasus pada 

tahun 2022-2024 di Provinsi Lampung biasanya meìnimpa peìreìmpuan deìngan akal 

pikiran seìhat, namun tidak lazim diteìmui keìkeìrasan seìksual meìnimpa peìreìmpuan 

deìngan latar beìlakang Disabilitas Meìntal atau biasa kita seìbut orang deìngan 

gangguan jiwa (odgj). Orang deìngan gangguan jiwa atau orang yang meìmiliki 

disabilitas meìntal seìring kali dipeìrlakukan deìngan keìkeìrasan, paksaan, dan beìntuk 

peìrlakuan tidak manusiawi lainnya, seìhingga dipeìrlukan peìrhatian khusus dari 

masyarakat dan aparat peìneìgak hukum untuk meìmbeìrikan peìrlindungan yang 

leìbih optimal. 

Salah satu contoh kasus keìkeìrasan seìksual yang diduga keìkeìrasan seìksual fisik 

teìrhadap orang deìngan gangguan jiwa yang teìrjadi di Bandar Lampung yaitu: 

“Korban inisial SS (38) dipeìrkosa oleìh teìrsangka Malianto (66),teìrsangka 

Malianto yang tinggal di Keìlurahan Gunung Agung, Keìcamatan Tanjung Karang 

Barat, Bandar Lampung ini seìhari-hari beìkeìrja seìbagai tukang rongsok atau biasa 

kita seìbut peìmulung barang beìkas. Awalnya Malianto seìdang beìrkeìliling meìncari 

rongsokan diseìkitar lokasi keìjadian tiba-tiba dihampiri oleìh korban SS yang 

meìminta uang teìrhadap teìrsangka teìtapi tidak dibeìrikan. Lalu Saat teìrsangka 

pulang meìmbawa geìrobak rongsokannya ia beìrteìmu lagi deìngan korban. Saat 

itulah teìrsangka meìlakukan aksi beìjatnya deìngan beìrdiri di pojok jalan. Diteìngah 

aksi beìjatnya itu teìrsangka Malianto teìrtangkap basah oleìh kakak korban. 

Teìrsangka langsung meìlarikan diri, dan keìluarga korban meìlaporkan tindak 

pidana teìrseìbut.”14 

 
13 Salralswalti, Rikal. Pelrlindungaln Hukum telrhaldalp Pelnyalndalng Disalbilitals selbalgali Kolrbaln Tindalk 

Pidalnal Kelkelralsaln Selksuall. Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal,2019.hlm 55 
14 Dwi Pralnyalntol. “Pollisi talngkalp pelmelrkolsal walnital oldgj di balndalr lalmpung” 

https://rri.col.id/indelx.php/kriminallitals/650326/pollisi-talngkalp-pelmelrkolsal-walnital-oldgj-di-balndalr-

lalmpung,2024. Dialksels paldal talnggall 19 felbrualri 2025,pukul 20:31 WIB 
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Pada Kasus keìkeìrasan seìksual teìrhadap orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ) 

yang teìrjadi Keìlurahan Gunung Agung, Keìcamatan Tanjung Karang Barat, Bandar 

Lampung ini masih dalam tahap Peìnyidikan oleìh Unit PPA keìpolisian reìsort kota 

Bandar Lampung. Peìrbuatan Malianto teìrseìbut dijeìrat deìngan pasal 289 KUHP 

atau pasal 6 Undang-Undang RI No.12 Tahun 2022 teìntang Tindak Pidana 

Keìkeìrasan Seìksual, deìngan ancaman pidana maksimal 9 tahun peìnjara.  

 

Contoh kasus kekerasan seksual lain yang ada di Bandar Lampung melibatkan 

korban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Yaitu: 

” Kasus dugaan pemerkosaan terhadap korban perempuan orang dengan gangguan 

jiwa (ODGJ) yang terjadi di Tugu Durian, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan 

Tanjung Karang Barat, pada bulan Juni 2021 lalu. Terekam oleh kamera pengintai 

tiang elektronik yang di pasang di sekitaran tugu durian. Vidio tersebut tersebar 

dan viral di media sosial. Namun, hingga kini, aparat Polres Bandar Lampung 

belum mampu menangkap dua pelaku pemerkosaan tersebut. Wakil Kepala 

Polresta Bandar Lampung Ajun Komisaris Besar Ganda MH Saragih mengatakan, 

aparat masih terus menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual tersebut. Selain 

penegakan hukum, perlu juga untuk menyoroti pentingnya pendampingan pada 

korban. Selain pemeriksaan kesehatan jasmani, korban juga memerlukan 

pengobatan kondisi kejiwaaannya. Apalagi, berdasarkan informasi dari keluarga, 

korban sudah berulang kali mengalami kekerasan seksual. Bahkan, korban sudah 

dua kali melahirkan anak akibat pemerkosaan. 

 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual seringkali terhambat 

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya bukti. Hal ini disebabkan 

oleh fakta bahwa tindak pidana semacam ini biasanya terjadi di lokasi yang 

terpencil atau sepi dari aktivitas penduduk. Korban sering kali berada dalam 

kondisi psikologis yang tidak stabil, merasa takut, malu, atau tertekan untuk 

melaporkan kejadian yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus kekerasan 

seksual yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, sehingga keadilan bagi 

korban menjadi terabaikan..Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHP, alat bukti yang 

dapat digunakan dalam proses hukum meliputi beberapa jenis, yaitu: 

a) Keterangan saksi 

b) Keterangan ahli 

c) Surat 

d) Petunjuk 

e) Keterangan terdakwa 
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Menurut Pasal 184 Ayat 1 huruf (a) KUHP, keterangan saksi dapat dijadikan alat 

bukti dalam proses hukum. Saksi tidak hanya terbatas pada mereka yang melihat, 

mendengar, atau mengalami kejadian secara langsung, tetapi juga termasuk saksi 

yang menjadi korban tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan yang mengalami gangguan jiwa, keterangan korban sering kali tidak 

dapat dijadikan alat bukti yang sah atau kuat karena keterbatasan mental yang 

dimiliki korban.15 Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan 

hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan 

dengan gangguan jiwa. 

Dari sisi pengaturan hukum sudah ada banyak aturan yang mengatur penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual. Aturan-aturan 

ini telah lama diperkenalkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk melindungi 

hak setiap individu agar tetap dihormati dan dijaga. Perlindungan tersebut 

mencakup berbagai lingkungan, seperti rumah tangga, masyarakat umum, tempat 

kerja, tempat ibadah, dan lainnya.  

Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya, menjelaskan bahwa penegakan hukum 

merupakan proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat 

diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai peìdoman peìrilaku dalam beìrbagai 

inteìraksi hukum di masyarakat dan dalam keìhidupan beìrneìgara. Ia meìneìgaskan 

bahwa peìneìgakan hukum tidak hanya beìrsifat abstrak, teìtapi juga harus 

diwujudkan dalam tindakan nyata yang meìnceìrminkan peìnghormatan teìrhadap 

aturan hukum yang beìrlaku. Leìbih lanjut, ia meìnyatakan bahwa peìneìgakan hukum 

dapat dilihat dari beìrbagai peìrspeìktif, teìrmasuk dari sudut pandang subjeìk yang 

meìlaksanakan hukum dan subjeìk yang meìnjadi objeìk peìneìrapan hukum teìrseìbut. 

Peìndeìkatan ini meìnunjukkan bahwa peìneìgakan hukum meìlibatkan hubungan 

timbal balik antara pihak-pihak yang beìrweìnang untuk meìneìgakkan aturan dan 

masyarakat yang meìnjadi bagian dari sisteìm hukum itu seìndiri.16 

 

 
15 Budialrti, Arsal Ilmi. "Relflelksi Pelnalngalnaln Kelkelralsaln Selksuall Di Indolnelsial." Indolnelsial Judiciall 

Relselalrch Solcielty (2022), hlm 47 
16 Molhol, Halsalziduhu. "Pelnelgalkaln Hukum di Indolnelsial Melnurut Aspelk Kelpalstialn Hukum, 

Kelaldilaln daln Kelmalnfalaltaln." Walrtal Dhalrmalwalngsal 13.1 (2019).hlm 4. 
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Dalam kasus keìkeìrasan seìksual yang dilakukan teìrhadap Orang Deìngan 

Gangguan Jiwa (ODGJ), peìran Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) harus beìrsineìrgi deìngan pihak keìpolisian untuk meìmbeìrikan 

peìrlindungan dan peìndampingan yang kompreìheìnsif bagi korban, seìkaligus 

meìmastikan proseìs peìneìgakan hukum beìrjalan eìfeìktif. Keìrja sama ini meìncakup 

ideìntifikasi dan peìnjangkauan korban, peìmbeìrian layanan reìhabilitasi sosial dan 

psikologis, peìneìrtiban lingkungan yang rawan teìrhadap keìkeìrasan, seìrta 

koordinasi dalam peìngumpulan data dan bukti yang dipeìrlukan dalam 

peìnyeìlidikan. Meìlalui kolaborasi yang teìrinteìgrasi, keìtiga pihak teìrseìbut dapat 

meìnciptakan meìkanismeì peìnceìgahan dan peìnanganan yang leìbih optimal, 

seìhingga hak-hak ODGJ seìbagai keìlompok reìntan teìrlindungi dan peìlaku 

keìkeìrasan dapat ditindak seìsuai keìteìntuan hukum yang beìrlaku. 

Beìrdasarkan latar beìlakang yang teìlah diuraikan, Masih banyak keìprihatinan 

teìrhadap orang deìngan gangguan jiwa yang meìnjadi korban keìkeìrasan seìksual. 

Salah satunya yaitu dalam proseìs peìnanganan kasus keìkeìrasan seìksual fisik yang 

dilakukan keìpada orang deìngan gangguan jiwa, baik dari seìgi peìlaksanaan hukum 

maupun peìrlindungan teìrhadap korban. Maka dari itu,peìnulis meìrasa teìrdorong 

untuk meìlakukan kajian leìbih meìndalam meìlalui peìneìlitian dalam beìntuk skripsi 

yang beìrfokus pada peìneìgakan hukum teìrhadap peìlaku tindak pidana keìkeìrasan 

seìksual fisik yang dilakukan pada ODGJ. Deìngan judul “Peìneìgakan Hukum 

Teìrhadap Peìlaku Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksual Fisik Yang Dilakukan Pada 

Orang Deìngan Gangguan Jiwa (ODGJ)”. 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Peìneìlitian 

1. Peìrmasalahan Peìneìlitian 

a. Bagaimanakah upaya peìneìgakkan hukum teìrhadap peìlaku tindak pidana 

keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang deìngan gangguan jiwa 

(ODGJ)? 

b. Apakah faktor peìngambat peìneìgakan hukum teìrhadap peìlaku tindak pidana 

keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang deìngan gangguan jiwa 

(ODGJ)? 
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2. Ruang Lingkup Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keìilmuan yaitu hukum 

pidana formil dan supaya peìnulisan ini tidak meìluas,peìnulis meìngeìmbangkan 

cakupan peìrsoalan dalam peìnulisan ini seìbagai beìrikut: 

a. Teìmpat peìneìlitian teìrkait peìneìgakan hukum oleìh keìpolisian teìrhadap peìlaku 

tindak pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada Orang Deìngan 

Gangguan Jiwa (ODGJ), peìnulis meìmbatassi ruang lingkup peìneìlitian 

meìliputi wilayah Provinsi Lampung. 

b. Waktu peìneìlitian peìneìgakan hukum oleìh keìpolisian teìrhadap peìlaku tindak 

pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada Orang Deìngan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) dilakukan pada tahun 2025. 

C. Tujuan dan Keìgunaan Peìneìlitian 

1. Tujuan Peìneìlitian 

a. Untuk meìngeìtahui upaya peìneìgakkan hukum teìrhadap peìlaku tindak pidana 

keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ) 

b. Untuk meìngeìtahui faktor peìngambat peìneìgakan hukum teìrhadap peìlaku tindak 

pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang dalam gangguan jiwa 

(ODGJ). 

2. Keìgunaaan Peìneìlitian 

1) Keìgunaan Teìoritis 

Hasil peìneìlitian ini diharapkan dapat beìrguna untuk meìnambah kajian dibidang 

ilmu hukum pidana khususnya teìntang upaya hukum yg dilakukan oleìh keìpolisian 

teìrhadap kasus tindak pidana peìlaku keìkeìrasan fisik pada Orang Deìngan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) 

2) Keìgunaan Praktis  

Seìcara praktis, diharapkan para aparat peìneìgak hukum yang meìnangani peìrkara 

pidana dan pihak-pihak lain yang beìrkeìpeìntingan untuk meìmpeìlajari leìbih lanjut 

topik-topik utama yang dibahas dalam peìneìlitian ini dapat meìmpeìroleìh manfaat 

dari peìneìlitian ini 
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D. Keìrangka Teìoritis dan Konseìptual 

1. Keìrangka Teìoritis 

Keìrangka teìoritis adalah abstraksi dari hasil peìmikiran yang digunakan seìbagai 

acuan atau dasar yang reìleìvan dalam peìlaksanaan peìneìlitian ilmiah, teìrutama 

dalam bidang ilmu hukum. Peìneìliti meìmanfaatkan keìrangka teìori seìbagai pijakan 

untuk meìnganalisis peìrmasalahan yang dibahas dalam peìneìlitian. Deìngan adanya 

keìrangka teìoritis, seìtiap peìmbahasan yang dilakukan meìmiliki landasan yang kuat 

dan teìrarah seìcara teìoritis. 

Keìrangka teìoritis yang digunakan dalam peìneìlitian ini,yaitu: 

a. Teìori Peìneìgakan Hukum  

Peìneìgakan hukum adalah proseìs peìneìrapan dan peìlaksanaan aturan hukum agar 

dapat beìrjalan seìsuai fungsinya seìbagai peìdoman peìrilaku dalam keìhidupan 

beìrmasyarakat dan beìrneìgara. Meìnurut Barda Nawawi Arieìf dalam proseìs 

peìneìgakan hukum pidana ada beìbeìrapa tahap-tahap yang teìrbagi meìnjadi 3, yakni: 

1) Tahap formulasi,yaitu peìneìgakan  hukum pidana (in abstasco) oleìh badan 

peìmbuatan undang -undang. Dalam tahap ini peìmbuat undang-undang 

meìlakukan keìgiatan meìmlih nilai-nilai yang seìsuai deìngan keìadaan dan 

situasi masa kini dari masa yang akan datang,keìmudian meìrumuskannya 

dalam beìntuk peìrundang-undangann untuk meìncapai peìrundang-undangan 

yang paling baik supaya meìmeìnuhi syarat keìadilan dan daya guna. Tahap ini 

diseìbut tahap keìbijakan leìgislatif. 

2) Tahap aplikasi,yaitu tahap peìneìgakan hukum pidana (tahap peìneìrapan hukum 

pidana) oleìh aparat-aparat peìneìgak hukum mulai dari keìpolisian sampai 

peìngadilan. Aparat peìneìgak hukum harus beìrpeìgang teìguh teìrhdap nilai-nilai 

keìadlian. Tahap ini diseìbut seìbagai keìbijakan yudikatif. 

3) Tahap eìkseìkutif,yaitu tahap peìneìgakan (peìlaksanaan) hukum pidana seìcara 

kongkreìtoleìh aparat peìlaksana pidana, tahap ini dapat diseìbut seìbagai tahap 

keìbijakan eìkseìkutif atau administraif.17 

Peìneìgakan hukum dapat dipahami beìrdasarkan sudut pandang obyeìknya, yaitu 

dari aspeìk hukumnya. Dalam konteìks ini, peìngeìrtian peìneìgakan hukum dapat 

ditinjau dalam dua peìngeìrtian, yaitu peìngeìrtian seìcara luas dan peìngeìrtian seìcara  

seìmpit. Dalam peìngeìrtian yang luas, peìneìgakan hukum meìncakup peìlaksanaan 

 
17 Balrdal nalwalwi Arielf, Pelnelgalkaln Hukum daln Kelbijalkaln Pelnalnggulalngaln Keljalhaltaln, Citral Adityal 

Balkri, Balndung, 2001, hlm 70. 
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nilai-nilai keìadilan yang teìrkandung baik dalam aturan formal maupun dalam 

norma-norma sosial yang beìrkeìmbang di masyarakat. Hal ini meìnceìrminkan 

bahwa hukum tidak hanya beìrfungsi seìbagai alat untuk meìneìgakkan aturan 

teìrtulis, teìtapi juga seìbagai sarana untuk meìwujudkan keìadilan substantif seìsuai 

deìngan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Seìbaliknya, dalam peìngeìrtian 

yang seìmpit, peìneìgakan hukum hanya meìrujuk pada peìlaksanaan aturan yang 

beìrsifat formal dan teìrtulis. 

b. Faktor yang Meìmpeìngaruhi Peìneìgakkan Hukum 

Meìnurut Soeìrjono Soeìkanto meìngeìmukakan bahwa faktor-faktor yang 

meìmpeìngaruhi peìneìgakan hukum ada lima,18 yaitu: 

1) Faktor hukum itu seìndiri (undang-undang), Meìnurut Soeìrjono Soeìkanto, 

undang-undang yang beìrlaku meìmiliki peìngaruh teìrhadap proseìs peìneìgakan 

hukum. Hal ini diseìbabkan oleìh fakta bahwa undang-undang meìrupakan hasil 

dari keìseìpakatan politik yang dirancang seìsuai deìngan keìpeìntingan 

peìmeìrintah dan leìmbaga leìgislatif yang beìrkuasa pada masanya. Akibatnya, 

banyak undang-undang di Indoneìsia yang tidak seìpeìnuhnya meìnceìrminkan 

rasa keìadilan. 

2) Faktor peìneìgak hukum, faktor ini meìliputi pihak pihak yang diseìbut seìbagai 

aparatur peìneìgak hukum yang diamanahkan meìneìgakan undang-undang. 

3) Faktor sarana yang meìndukung peìneìgakan hukum, Sarana yang meìndukung 

peìneìgakan hukum antara lain seìpeìrti peìndidikan dan gaji aparatur peìneìgak 

hukum seìrta peìralatan opeìrasional yang digunakan oleìh aparatur peìneìgak 

hukum untuk meìncapai suatu tujuan. 

4) Faktor masyarakat, faktor ini meìmiliki peìran peìnting dalam peìneìgakan 

hukum. Namun bisa meìmpeìngaruhi proseìs peìneìgakan hukum kareìna hukum 

dibuat untuk meìngatur beìrbagai aspeìk keìhidupan masyarakat. Keìsadaran 

hukum masyarakat yang reìndah dapat meìnjadi hambatan dalam peìneìrapan 

hukum, seìbab masyarakat mungkin tidak meìmahami hak dan keìwajibannya 

seìcara beìnar. 

5) Faktor keìbudayaan, faktor ini  dapat beìrjalan deìngan baik apabila undang-

undang yang beìrlaku tidak beìrteìntangan deìngan keìbiasaan yang ada di 

masyarakat.19 

 

 

 

 
18 Iqsalndri, R. (2022). Pelngalruh pollitik telrhaldalp prolsels pelnelgalkaln hukum di Indolnelsial. Jolurnall olf 

criminollolgy alnd justicel, 2(1).hlm 2. 
19 Ibid,hlm 2. 



13 
 

 

2. Konseìptual 

Konseìptual adalah konseìp-konseìp seìbagai fokus peìngamatan dalam 

meìlaksanakan peìneìlitian, khususnya dalam peìneìlitian ilmu hukum , analisis 

pokok-pokok bahasan meìngeìnai kajian upaya peìneìgakan hukum oleìh keìpolisian 

teìrhadap peìlaku keìkeìrasan seìksual fisik pada Orang Deìngan Gangguan Jiwa 

(ODGJ). Dan meìmbeìrikan batasan peìngeìrtian yang beìrhubungan, seìbagai beìrikut: 

a. Peìneìgakan hukum meìrupakan upaya yang dilakukan oleìh leìmbaga-leìmbaga 

peìngeìndalian sosial reìsmi untuk meìmastikan masyarakat meìmatuhi hukum 

yang beìrlaku. Seìmeìntara itu, dari sudut pandang struktural, peìneìgakan hukum 

adalah proseìs keìrja beìrbagai organisasi yang meìnceìrminkan keìpeìntingan 

teìrteìntu dan nilai-nilai dominan, deìngan tujuan meìnciptakan "keìamanan dan 

keìteìrtiban" yang seìjalan deìngan ideìologi hukum yang seìdang beìrpeìngaruh.20 

b. Peìlaku adalah orang yang meìlakukan tindak pidana yang beìrsangkutan baik 

deìngan keìseìngajaan ataupun deìngan tidak keìseìngajaan yang meìnimbulkan 

suatu akibat yang tidak dikeìheìndaki oleìh Undang-undang. 

c. Tindak Pidana adalah hal yang diancam deìngan hukum dan peìrbuatan-

peìrbuatan yang dapat dikeìbakan hukuman Undang-undang.21 

d. Keìkeìrasan Seìksual meìnurut World Heìalth Organization (WHO) meìrupakan 

seìmua tindakan yang dilakukan deìngan tujuan untuk meìmpeìroleìh tindakan 

seìksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seìksualitas seìseìorang deìngan 

meìnggunakan pakaian tanpa meìmandang status hubungannya deìngan korban.22 

e. Orang Deìngan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang me ìngalami 

gangguan dalam pikiran,peìrilaku,dan peìrasaan yang teìrmanifeìstasi dalam 

beìntuk seìkumpulan geìjala,dan/atau peìrubahan peìrilaku beìrmakna, seìrta dapat 

meìnimbulkan peìndeìritaan dan hambatan dalam meìnjalankan fungsi seìbagai 

manusia dan teìrdiagnosis seìbagai gangguan jiwa seìsuai kriteìria diagnosis yang 

diteìrapkan. 

 
20 Ralhmaln, M. Galzalli, alnd Salhlaln Tolmalyalhu. "Pelnelgalkaln Hukum Di Indolnelsial." Jurnall Al 

Himalyalh 4.1 (2020): hlm 145. 
21 Helni Siswalntol,Malrolni.Hukum Pidalnal, Melnuju Pelmikiraln Polsitivistik yalng Belrkelaldilaln daln 

Belrkelbelnalraln,Univelrsitals Lalmpung,2020. hlm 174. 
22 Nalpitupulu, Y. R., & Juliol, B. A. (2014). Pellelcelhaln Selksuall Analk Di Balwalh Umur Paldal Analk 

Indolnelsial. Jurnall Multidisiplin Indolnelsial, 2(10), hlm 3088. 
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E. Sisteìmatika Peìnulisan 

Sisteìmatika peìnulisan hukum ini ditujukan untuk meìmbeìrikan gambaran yang 

leìbih jeìlas meìngeìnai keìseìluruhan isi dan arah peìmbahasan yang akan diuraikan 

oleìh peìnulis. Meìlalui sisteìmatika yang teìrstruktur, diharapkan peìmbaca dapat 

meìmahami alur peìneìlitian dan isi kajian seìcara meìnyeìluruh. Sisteìmatika peìnulisan 

ini teìrdiri atas beìbeìrapa bab yang disusun seìcara beìrurutan dan saling beìrkaitan. 

Dalam seìtiap bab, peìnulis akan meìmaparkan peìmbahasan seìcara rinci dan jeìlas 

seìsuai deìngan topik yang dikaji. 

 Adapun sisteìmatika peìnulisan hukum yang akan peìnulis paparkan dalam 

peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikut.: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini meìnguraikan seìcara garis beìsar meìngeìnai latar beìlakang, peìmilihan judul, 

peìrmasalah dan ruang ligkup, tujuan dan keìgunaan, keìrangka teìoritis dan 

konseìptual, seìrta sisteìmatika peìnulisan teìntang peìneìgakan hukum teìrhadap peìlaku 

tindak pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang deìngan 

gangguan jiwa (ODGJ). 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini beìrisi keìpustakaan yang beìrupa peìngeìtian-peìngeìrtian umum dari pokok-

pokok bahasan meìngeìnai tinjauan umum peìneìgakan hukum seìrta di ambil dari 

beìrbagai reìfeìreìnsi atau bahan pustaka yang teìrdiri dari peìneìgakan hukum teìrhadap 

peìlaku tindak pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang deìngan 

gangguan jiwa (ODGJ). 

III. METODE PENELITIAN  

Meìrupakan bab meìtodeì peìneìlitian yang dimulai dari keìgiatan peìndeìkata masalah, 

sumbeìr dan jeìnis data, proseìdur peìngumpulan dan peìngeìolahan data dan analisis 

data meìngeìnai peìneìgakan hukum teìrhadap peìlaku tindak pidana keìkeìrasan seìksual 

fisik yang dilakukan pada orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ). 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Meìrupakan bab yang beìrisikan teìntang peìmbahasan yang meìngeìmukakan hasil 

peìneìlitian meìngeìnai “Peìneìgakan hukum oleìh keìpolisian teìrhadap peìlaku tindak 

pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada orang dalam gangguan jiwa 

(ODGJ)”. 

V. PENUTUP  

Bab ini meìnjeìlaskan teìntang keìsimpulaan dan hasil peìneìlitian seìrta muatan saran 

meìngeìnai “Peìneìgakkan hukum teìrhadap peìlaku tindak pidana keìkeìrasan seìksual 

fisik yang dilakukan pada orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ).  



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teìrhadap Peìneìgakan Hukum Pidana 

1. Peìngeìrtian Peìneìgakan Hukum 

Meìnurut Jimly Asshiddiqieì, peìneìgakan hukum adalah usaha untuk meìmastikan 

bahwa norma-norma hukum dapat diteìgakkan dan dijalankan seìcara nyata, 

seìhingga beìrfungsi seìbagai peìdoman dalam peìrilaku seìrta inteìraksi hukum di 

teìngah keìhidupan masyarakat dan neìgara.23 Hukum beìrfungsi seìbagai sisteìm yang 

dibuat oleìh manusia untuk meìmbatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku 

manusia dapat teìrkontrol, hukum adalah aspeìk teìrpeìnting dalam peìlaksanaan 

keìkuasaan keìleìmbagaan, hukum meìmpunyai tugas untuk meìnjamin adanya 

keìpastian hukum dalam masyarakat.24 Hukum juga meìrupakan peìraturan yang 

beìrupa norma atau sanksi yang dibuat deìngan tujuan untuk meìngatur tingkah laku 

manusia,meìnjaga keìteìrtiban,keìadilan dan meìnceìgah teìrjadinya keìkacakauan.25  

 

Peìneìgakan hukum juga dapat diartikan seìbagai seìrangkaian langkah yang 

dilakukan untuk meìmastikan bahwa hukum, baik dalam makna formal yang 

speìsifik maupun makna mateìrial yang leìbih luas, dijadikan seìbagai acuan dalam 

seìtiap tindakan hukum. Upaya ini meìncakup peìran aktif para subjeìk hukum yang 

teìrlibat, seìrta peìlaksanaan tugas oleìh aparat peìneìgak hukum yang seìcara reìsmi 

dibeìrikan keìweìnangan oleìh undang-undang. Peìneìgakan hukum bukan hanya 

seìkadar meìnjalankan aturan, tapi juga beìrtujuan untuk meìmastikan keìadilan yang 

bisa dirasakan oleìh seìmua  masyarakat.  

 

 
23 Ralhmaln, M. Galzalli, alnd Salhlaln Tolmalyalhu. "Pelnelgalkaln Hukum Di Indolnelsial." Jurnall Al 

Himalyalh 4.1 (2020): hlm 147-148. 
24 Yuhellsoln (2017),Pelngalntalr Ilmu Hukum. hlm 3-4. 
25 Ibid,hlm 4. 
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Peìneìgakan hukum seìcara konkreìt meìrupakan peìlaksanaan hukum positif dalam 

praktik nyata seìbagaimana meìstinya, seìhingga hukum teìrseìbut patut dipatuhi oleìh 

seìtiap individu maupun institusi. Deìngan deìmikian, meìmbeìrikan keìadilan dalam 

suatu peìrkara beìrarti meìngambil keìputusan hukum in concreìto yang beìrtujuan 

untuk meìmpeìrtahankan dan meìnjamin ditaatinya keìteìntuan hukum mateìriil. 

Proseìs ini harus dilakukan deìngan meìngikuti proseìdur yang teìlah diteìtapkan oleìh 

hukum formal, seìhingga keìadilan dapat diwujudkan seìcara transparan, adil, dan 

seìsuai deìngan prinsip-prinsip hukum yang beìrlaku. Peìneìgakan hukum yang 

deìmikian tidak hanya meìmastikan keìadilan substantif, teìtapi juga meìnjaga 

leìgitimasi sisteìm hukum di mata masyarakat. 

 

Peìneìgakan hukum (law eìnforceìmeìnt) dalam arti luas meìncakup keìgiatan untuk 

meìlaksanakan dan meìneìrapkan hukum seìrta meìlakukan tindakan hukum teìrhadap 

seìtiap peìlanggaran atau peìnyimpanan yang dilakukan oleìh subjeìk hukum,baik 

meìlalui proseìdur peìradilan ataupun meìlalui proseìdur arbitraseì dan meìkanismeì 

peìnyeìleìsaian seìngkeìta lainnya (alteìrnativeì deìsputeìs or conflicts reìsolution). 

Bahkan, dalam peìngeìrtian yang leìbih luas lagi,keìgiatan peìneìgakan hukum 

meìncakup seìgala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum seìbagai peìrangkat 

kaidah normatif yang meìngatur dan meìngikat para subjeìk hukum dalam seìgala 

aspeìk keìhidupan beìrmasyarakat dan beìrneìgara beìnar-beìnar ditaati dan sungguh-

sungguh dijalan seìbagaimana meìstinya.26  

 

Peìneìgakan hukum juga tidak hanya teìrbatas pada upaya untuk meìmbeìrikan sanksi 

teìrhadap peìlanggaran hukum, teìtapi juga meìlibatkan keìgiatan preìveìntif yang 

beìrtujuan untuk meìnciptakan keìsadaran hukum di kalangan masyarakat. 

Peìneìgakan hukum yang eìfeìktif beìrtujuan untuk meìnjaga keìteìraturan sosial, 

meìlindungi hak asasi manusia, seìrta meìmastikan bahwa prinsip-prinsip keìadilan 

dapat diwujudkan dalam keìhidupan beìrmasyarakat dan beìrneìgara. Gangguan 

teìrhadap peìneìgak hukum dapat teìrjadi apabila teìrdapat keìtidakseìlarasan antara 

nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola peìrilaku yang seìharusnya meìnjadi landasan 

utama dalam keìhidupan beìrmasyarakat dan beìrneìgara. Keìtidakseìlarasan ini seìring 
 

26 Kellik pralmudyal,dkk, Peldolmaln Etikal Prolfelsi Apalralt Hukum, (Yolgyalkalrtal: Pustalkaln 

Yustisial,2010), hlm 110. 
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kali timbul keìtika nilai-nilai yang saling beìrpasangan, seìpeìrti keìadilan dan 

keìmanfaatan, keìbeìbasan dan tanggung jawab, tidak diinteìgrasikan deìngan baik keì 

dalam kaidah-kaidah hukum yang beìrlaku. Akibatnya, kaidah-kaidah teìrseìbut 

meìnjadi simpang siur, tidak konsisteìn, atau bahkan beìrteìntangan satu sama lain, 

seìhingga meìnciptakan keìbingungan di kalangan masyarakat maupun aparatur 

peìneìgak hukum. Misalnya, aparat peìneìgak hukum yang tidak meìmahami 

seìpeìnuhnya nilai-nilai keìadilan dalam meìnjalankan tugasnya dapat meìnimbulkan 

keìseìnjangan keìpeìrcayaan masyarakat teìrhadap sisteìm hukum.  

 

Meìneìgakkan hukum pidana harus meìlalui beìbeìrapa tahap yang dilihat seìbagai 

usaha atau proseìs rasional yang seìngaja direìncanakan untuk meìncapai suatu 

teìrteìntu yang meìrupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak teìrmasuk 

beìrsumbeìr dari nilai-nilai dan beìrmuara pada pidana dan peìmidanaan.Tahap-tahap 

teìrseìbut adalah: 

a. Tahap Formulasi 

Tahap peìneìgakan hukum pidana in abscracto oleìh badan peìmbuat undang-

undang yang meìlakukan keìgiatan meìmilih yang seìsuai deìngan keìadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, keìmudian meìrumuskannya dalam 

beìntuk peìraturan peìrundangan-undangan yang paling baik dalam arti meìmeìnuhi 

syarat keìadilan dan daya guna. Tahap ini diseìbut deìngan tahap keìbijakan 

leìgilatif.  

b. Tahap Aplikasi  

Tahap peìneìgakan hukum pidana (tahap peìneìrapan hukum pidana) oleìh aparat 

peìneìgal hukum, mulai dari keìpolisian sampai deìngan peìngadilan. Deìngan 

deìmikian,aparat peìneìgak hukum beìrtugas meìneìgakan seìrta meìneìrapkan 

peìraturan-peìraturan peìrundang-undangan pidana yang teìlah dibuat oleìh peìmbuat 

undang-undang, dalam meìlaksanakan tugas ini aparat peìneìgak hukum harus 

beìrpeìgang teìguh pada nilai-nilai keìadilan dan daya guna. Tahap ini diseìbut tahap 

yudikatif.  27 

c. Tahap Ekseìkusi 

Tahap peìneìgakan peìlaksanaan hukum seìrta seìcara konkreìt oleìh aparat-aparat 

peìlaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat peìksana pidana beìrtugas 

meìneìgakan peìraturan peìrundang-undangan yang teìlah dibuat oleìh peìmbuat 

undang-undang meìlalui peìneìrapan pidana yang teìlah diteìrapkan dalam putusan 

peìngadilan. Deìngan deìmikian, proseìs peìlaksanaan peìmidanaan yang teìlah 

diteìtapkan dalam peìngadilan, aparat-aparat peìlaksana pidana itu dalam 

 
27  Balrdal Nalwalwi Arielf malsallalh kelbijalkaln hukum daln kelbijalkaln pelnalnggulalngaln Keljalhaltaln.PT 

Citral Adityal Balkti: Balndung 2001,hlm 74. 
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peìlaksanaan tugasnya harus beìrpeìdoman pada peìraturan peìrundang-undangan 

pidana yang teìlah dibuat oleìh peìmbuat undang-undang. 

 

Disimpulkan dan diartikan bahwa peìneìgakan hukum teìrleìtak pada keìgiatan 

meìnyeìrasukan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

baik dan seìnagai rangkaian peìnjabaran nilai tahap akhir,untuk meìnciptakan, 

meìmeìlihara,dan meìmpeìrtahankan keìdamaian peìrgaulan keìhidupan. Peìneìgak 

hukum ini bukan hanya beìrarti seìbagai peìlaksanaan peìrundang-

undangan,walaupun pada keìnyataannya indoneìsia masih deìmikian, keìbanyakan 

orang yang kuat dan meìngartikan peìneìgak hukum seìbagai peìlaksaan keìputusan-

keìputusan hakim.28 

 

B. Tinjauan Teìrhadap Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksual  

1.Peìngeìrtian Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksual 

Meìnurut McDonald & Charleìs Keìkeìrasan seìksual meìncakup seìgala beìntuk 

peìrlakuan seìksual yang tidak diinginkan dan meìrugikan, teìrmasuk komeìntar 

seìksual yang ofeìnsif, seìntuhan yang tidak diinginkan, dan peìmaksaan untuk 

meìlakukan tindakan seìksual. Tindakan ini tidak hanya teìrbatas pada peìrlakuan 

fisik, teìtapi juga meìncakup sikap yang tidak sopan, seìpeìrti meìnyeìntuh bagian 

tubuh yang seìnsitif dan meìnggunakan kata-kata beìrnada neìgatif. Keìkeìrasan dapat 

beìrupa keìkeìrasan fisik dan keìkeìrasan seìksual. Keìkeìrasan seìksual meìrupakan 

keìjahatan seìksual yang seìcara umum meìrupakan peìrbuatan yang meìlanggar 

keìsusilaan yang meìrusak keìsopanan dan peìrbuatannya tidak atas keìmauan si 

korban meìlalui ancaman keìkeìrasan.29 

Tindak  pidana  keìkeìrasan  seìksual  meìrupakan  salah  satu  beìntuk  peìlanggaran  

hak asasi  manusia  yang  meìmiliki  dampak  meìndalam  teìrhadap  korban,  baik  

seìcara  fisik, psikologis,  maupun  sosial.  Kasus-kasus  keìkeìrasan  seìksual  seìring  

kali  meìnimbulkan trauma jangka panjang dan stigma yang meìnghambat proseìs 

 
28 Nyolmaln Putral Jalyal, Belbelralpal Pelmikiraln Aralh Pelrkelmbalngaln Hukum Pidalnal, (Balndung:PT 

Citral Adityal Balkti,2008),hlm.48. 
29 Leldeln Malrpalung, Keljalhaltaln Telrhaldalp Kelsusilalaln Daln Malsallalh Prelvelnsinyal. Jalkalrtal: Sinalr 

Gralfikal, 2004, hlm 7 
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peìmulihan seìrta reìinteìgrasi korban  keì  dalam  masyarakat.30 Beìntuk keìkeìrasan 

seìksual meìrupakan keìjahatan teìrhadap martabat manusia dan peìlanggaran hak 

asasi manusia yang harus dibeìrantas, seìhingga korban keìkeìrasan seìksual harus 

meìndapatkan peìrlindungan dari neìgara agar teìrbeìbas dari seìgala beìntuk keìkeìrasan 

seìksual. Seìlain sisteìm hukum keìkeìrasan seìksual, dipeìrlukan keìbijakan yang dapat 

meìnceìgah, meìlindungi, meìmulihkan, dan meìmbeìrdayakan korban seìrta 

meìnumbuhkan peìmahaman dan keìsadaran masyarakat untuk meìnghapuskan 

keìkeìrasan seìksual.31 Hal ini meìnjadi seìmakin meìndeìsak keìtika keìkeìrasan seìksual 

teìrjadi pada orang deìngan gangguan jiwa, keìlompok yang seìring kali meìngalami 

diskriminasi beìrlapis dan minim akseìs teìrhadap keìadilan maupun peìrlindungan 

hukum. Keìkeìrasan seìksual yang dilakukan pada orang deìngan gangguan jiwa 

tidak hanya meìlanggar hak asasi meìreìka, teìtapi juga meìnceìrminkan keìgagalan 

sisteìm dalam meìlindungi individu yang paling reìntan. 

Peìrmeìndikbud Nomor 30 Tahun 2021 meìnjabarkan peìngeìrtian dari keìkeìrasan 

seìksual seìbagai suatu tindakan yang meìmiliki sifat meìreìndahkan, meìnghina, 

meìleìceìhkan, dan atau meìnyeìrang tubuh atau fungsi reìproduksi seìseìorang, yang 

biasanya diseìbabkan kareìna keìtimpangan reìlasi kuasa atau diskriminasi geìndeìr, 

yang dimana hal teìrseìbut akan meìngakibatkan peìndeìritaan seìcara psikis dan fisik 

dan hilangnya keìseìmpatan meìlaksanakan peìndidikan yang optimal bagi korban 

yang meìrupakan beìntuk peìlanggaran teìrhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar 

peìndidikan yang beìrkeìadilan, seìhingga peìnanganannya meìnuntut peìndeìkatan 

yang sisteìmik, seìnsitif geìndeìr, dan beìrorieìntasi pada peìmulihan korban. 

Peìngaturan dalam hukum yang ada di Indoneìsia meìngatur tindakan keìkeìrasan 

seìksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu 

meìngeìnai keìjahatan keìsusilaan atau peìrkosaan. Peìngeìrtian keìkeìrasan seìksual 

meìnurut Undang-Undang Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksual (TPKS), adalah 

“seìmua tindakan yang beìrsifat meìreìndahkan ataupun meìnghina dan meìnyeìrang 

 
30 Felrdialnsyalh, A. I., Talmzal, F. B., & Wulalndalri, L. (2025). Pelnalngalnaln Tindalk Pidalnal Kelkelralsaln 

Selksuall: Kaljialn Keltelrbaltalsaln Relstolraltivel Justicel daln Altelrnaltif Pelnyellelsalialn. Jurnall Calkralwallal 

Akaldelmikal, 1(6), 1994-2001. hlm 1996 
31 R. Molnical, E. S. Dolnal, B. R. Husin, alnd R. A. Salputral, “Relgulaltioln olf noln-physicall selxuall 

viollelncel in Indolnelsial (alnallysis olf lalw numbelr 12 olf 2022 colncelrning selxuall viollelncel),” 

Intelrnaltiolnall Jolurnall olf Advalnceld Relselalrch, voll. 11, hlm. 1173-1177, 2023. hlm 1174 
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fisik ataupun hasrat seìksual seìseìorang, kareìna keìtimpangan reìlasi kuasa dan reìlasi 

geìndeìr yang beìrakibat peìndeìritaan atau keìseìngsaraan seìcara fisik,psikis,seìrta 

keìrugian seìcara eìkonomi, sosial, dan politik.” 

Tindakan yang dikateìgorikan seìbagai keìkeìrasan seìksual teìrbagi meìnjadi 4 (eìmpat) 

yaitu: 

1. Seìcara (Ucapan atau lisan) 

2. Geìrak (Tubuh atau geìstureì) 

3. Fisik 

4. Pikran atau anggapan yang dapat meìreìndahkan harkat dan martabat.32 

Keìkeìrasan seìksual dibagi meìnjadi 2 bagian yaitu keìkeìrasan seìksual ringan dan 

keìkeìrasan seìksual beìrat. Adapun contoh keìkeìrasan seìksual beìrat yaitu: 

1. Keìkeìrasan seìksual yang meìlibatkan kontak fisik, seìpeìrti meìraba, meìnyeìntuh 

organ intim, meìncium seìcara paksa, meìmeìluk, atau tindakan lain yang 

meìnyeìbabkan korban meìrasa jijik, teìrhina, takut, atau teìrkeìndali. 

2. Peìmaksaan untuk meìlakukan hubungan seìksual tanpa peìrseìtujuan korban atau 

saat korban tidak meìnginginkannya. 

3. Hubungan seìksual yang dipaksakan deìngan cara yang meìreìndahkan, tidak 

diakui, atau meìnyakitkan bagi korban. 

4. Peìmaksaan korban untuk meìlakukan hubungan seìksual deìngan orang lain deìmi 

tujuan prostitusi atau maksud teìrteìntu. 

5. Hubungan seìksual yang teìrjadi kareìna peìlaku meìmanfaatkan posisi korban 

yang beìrgantung dan seìharusnya dilindungi. 

6. Keìkeìrasan seìksual yang dilakukan deìngan meìnggunakan keìkeìrasan fisik, baik 

deìngan maupun tanpa bantuan alat, yang meìngakibatkan rasa sakit, luka, atau 

ceìdeìra pada korban.33 

Ada 14 jeìnis tindakan keìkeìrasan seìksual seìcara non veìrbal yang dialami oleìh 

peìreìmpuan, yaitu: 

1. Peìmeìrkosaan 

2. Peìnyiksaan seìksual 

3. Eksploitasi seìksual 

4. Keìkrasan seìksual 

5. Intimidasi, ancaman dan peìrcobaan peìmeìrkosaan 

6. Peìrbudakan seìksual 

7. Peìmaksaan keìhamilan 

8. Peìmaksaan aborsi 

9. Prostitusi paksa 

10. Peìrdagangan peìreìmpuan untuk tujuan seìksual 

 
32 Relginal Ignalsial Gelrungaln. Pelrlindungaln Telrhaldalp Kolrbaln Tindalk Pidalnal Kelkelralsaln Selxuall Di 

Telmpalt Umum Di Koltal Malnaldol. 2013. hlm.2. 
33 Ralhmalh daln Amiruddin Palbbu. Kalpital Sellelktal Hukum Pidalnal. Jalkalrtal: Mitral Walcalnal Meldial, 

2015, hlm. 151 
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11. Peìmaksaan peìrkawinan 

12. Peìnghukuman tidak manusia dan beìrnuansa seìksual 

13. Kontrol seìksual seìpeìrti peìmaksaan busana dan diskriminasi preìmpuan 

meìlalui aturan 

14. Peìraktik tradisi beìrnuansa seìksual yang meìmbahayakan peìreìmpuan. 

Contoh yang teìrmasuk dalam tindak pidana peìleìceìhan seìksual non-fisik (veìrbal) 

adalah komeìntar, eìjeìkan, candaan, tatapan mata yang tajam,siulan, geìstur tubuh, 

atau peìrmintaan hal-hal yang beìrsifat seìksual yang tidak diinginkan atau meìmbuat 

korban tidak nyaman. Seìlain itu, teìrdapat pula keìkeìrasan seìksual beìrbasis 

eìleìktronik, yaitu meìreìkam dan/atau meìngambil gambar atau tangkapan layar 

beìrmuatan seìksual tanpa peìrseìtujuan orang yang meìnjadi objeìk reìkaman atau 

gambar teìrseìbut.34 

2. Tinjauan Teìrhadap Keìjahatan Seìksual 

Reìgulasi di Indoneìsia teìlah meìneìtapkan beìrbagai aturan yang jeìlas teìrkait sanksi 

bagi peìlaku tindak keìkeìrasan seìksual. Seìlain diatur seìcara umum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), teìrdapat juga undang-undang khusus 

yang seìcara speìsifik meìngatur dan meìmbeìrikan sanksi teìrhadap tindakan teìrseìbut. 

Beìbeìrapa aturan hukum ini beìrtujuan untuk meìmastikan adanya peìrlindungan 

hukum bagi korban, seìrta meìmbeìrikan eìfeìk jeìra keìpada peìlaku keìkeìrasan seìksual. 

Adapun beìbeìrapa peìngaturan yang beìrkaitan deìngan sanksi-sanksi keìkeìrasan 

seìksual seìbagai beìrikut: 

1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beìrbunyi: 

“Barangsiapa deìngan keìkeìrasan atau ancaman keìkeìrasan meìmaksa seìorang 

peìreìmpuan beìrseìtubuh deìngan dia diluar peìrkawinan, diancam karna 

meìlakukan peìrkosaan  deìngan pidana peìnjara paling lama 12 tahun (Dua 

beìlas tahun).”35 

2. Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beìrbunyi: 

“Barangsiapa beìrseìtubuh deìngan seìorang wanita diluar peìeìkawinan padahal 

dikeìtahui bahwa wanita ini dalam keìadaan pingsan atau tidak beìrdaya di 

ancam deìngan pidana peìnjara paling lama 9 tahun.” 

 

 
34  R. Molnical, E. S. Dolnal, B. R. Husin, alnd R. A. Salputral, “Relgulaltioln olf noln-physicall selxuall 

viollelncel in Indolnelsial (alnallysis olf lalw numbelr 12 olf 2022 colncelrning selxuall viollelncel),” 

Intelrnaltiolnall Jolurnall olf Advalnceld Relselalrch, voll. 11. hlm 1175. 
35 Balrus, b., & Aprilial, al. (2024). Skiripsi “Pelrtalnggungjalwalbaln Pidalnal Pellalku Kelkelralsaln Selksuall 

Telrhaldalp Pelnyalndalng Disalbilitals”.Hlm 20. Dialksels paldal Talnggall 26 Jalnualri 2025, pukul 2.30 

WIB,. 
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3. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beìrbunyi: 

“Barangsiapa deìngan keìkeìrasan atau ancaman keìkeìrasan meìmaksa seìorang 

untuk meìlakukan atau meìmbiarkan dilakukan peìrbuatan cabul, diancam 

kareìna meìlakukan peìrbuatan yang meìnyeìrang keìhormatan keìsusilaan, deìngan 

pidana peìnjara paling lama 9 (Seìmbilan) tahun”. 

4. Beìrdasarkan pada Rancangan Undang-Undang Peìnghapusan Seìksual, hal ini 

diatur dalam Pasal 92 Ayat 3 yang “Seìtiap orang yang meìlakukan Keìkeìrasan 

seìksual fisik seìbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ke ìpada 

orang deìngan disabilitas, dipidana peìnjara paling lama 4 (eìmpat) tahun dan 

pidana tambahan peìmbinaan khusus”. Dan juga keìteìntuan Pasal 108 Ayat 3 

yang meìnyatakan “Seìtiap orang yang meìlakukan peìrkosaan seìbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf eì teìrhadap orang deìngan disabilitas, 

dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 6 (eìnam) tahun dan paling 

lama 14 (eìmpat beìlas) tahun dan pidana tambahan Ganti Keìrugian”. 

Peìmeìrintah teìlah meìngeìluarkan reìgulasi yang cukup meìmadai dalam peìneìgakan 

hukum pidana teìrkait keìkeìrasan seìksual teìrhadap peìreìmpuan deìngan disabilitas 

meìntal atau orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, peìneìrapan reìgulasi 

teìrseìbut masih meìnghadapi banyak keìndala dan beìlum beìrjalan seìcara optimal. 

Masih teìrdapat peìlaku yang tidak beìrtanggung jawab atas peìrbuatannya, 

seìmeìntara proseìs peìneìgakan hukum seìring kali meìngalami beìrbagai keìkurangan. 

Akibatnya, banyak kasus keìkeìrasan seìksual teìrhadap keìlompok reìntan ini yang 

beìlum dapat ditangani atau diseìleìsaikan deìngan baik. 

C. Tinjauan Umum Orang Deìngan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

1. Peìngeìrtian Orang Deìngan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Undang-Undang teìntang Peìnyandang Disabilitas meìmbeìrikan deìfinisi bahwa 

seìseìorang diseìbut peìnyandang disabilitas apabila meìmiliki keìteìrbatasan 

inteìleìktual, meìntal, atau seìnsorik dalam jangka waktu lama, seìhingga meìngalami 

hambatan saat beìrinteìraksi deìngan lingkungan.36 Hambatan teìrseìbut meìnyeìbabkan 

peìnyandang disabilitas seìring meìngalami keìsulitan untuk teìrlibat seìcara peìnuh 

dan seìtara deìngan warga neìgara lainnya dalam beìrbagai aspeìk keìhidupan. 

Dipeìrlukan peìrlindungan seìrta dukungan dari neìgara maupun masyarakat agar 

hak-hak meìreìka beìnar-beìnar teìrpeìnuhi. Seìhingga meìreìka dapat hidup leìbih 

mandiri. 

 

 
36 Halrdjalnti, D. K. (2016). Kaljialn Yuridis telntalng Pelnyalndalng Disalbilitals. Pelrspelktif Hukum, hlm 

6. 
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Orang deìngan gangguan jiwa dideìfinisikan seìbagai peìnyandang disabilitas, sakit 

jiwa, atau gangguan ingatan yang diseìbabkan oleìh gangguan pada urat sarafnya. 

Dalam dunia meìdis dan psikologis, orang gila atau gangguan jiwa dide ìfinisikan 

seìbagai suatu gangguan keìseìhatan deìngan manifeìstasi peìrilaku atau psikologis 

yang teìrkait deìngan peìndeìritaan dan kineìrja yang buruk, yang diseìbkan oleìh 

gangguan biologis, sosial, psikologis, geìneìtik, fisis, atau kimiawi. Beìbeìrapa 

tulisan juga meìmbahas psikopat atau psikosis, salah satu dari beìbeìrapa jeìnis 

gangguan jiwa, teìtapi gangguan jiwa beìrat juga diseìbut skizofreìnia.37 

Psikiateìr Compton dan Kotwicki meìndeìfinisikan gangguan jiwa adalah seìbuah 

peìnyakit biologis yang meìnyeìrang otak, yang meìnyeìbabkan timbulnya beìragam 

geìjala dan meìmpeìngaruhi peìrilaku, peìmikiran, dan peìrasaan seìseìorang. 

keìpeìrcayaan budaya keìpribadian meìreìka dapat meìnimbulkan eìfeìk yang neìgatif 

bagi keìhidupan meìreìka atau keìhidupan keìluarga meìreìka. Gangguan Jiwa adalah 

peìrubahan prilaku yang tidak masuk akal, beìrleìbihan, dan beìrlangsung sangat 

lama yang meìngganggu seìseìorang atau orang lain38 Geìjala atau peìrubahan 

peìrilaku yang signifikan, yang dapat meìnimbulkan peìndeìritaan seìrta 

meìngahambat keìmapuan meìreìka dalam meìnjalankan peìran seìbagai manusia 

Gangguamn jiwa seìeìndiri meìncakup beìrbagai kondisi yang meìmpeìngaruhi cara 

seìorang beìrfikir, meìrasakan, dan beìrpeìrilaku. Kondisi ini dapat beìrsifat ringan 

hingga beìrat, seìrta meìmeìrlukan peìnanganan yang beìrbeìda seìsuai tingkat 

keìparahannya. Dalam konteìks hukum amupun sosial, istilah ODGJ digunakan 

untuk meìnghindari stigma yang seìring meìleìkat pada seìbutan “cacat meìntal”. Hal 

ini seìpeìrti yang teìlah dijeìlaskan dalam Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), 

cacat meìmiliki arti keìkurangan yang meìnyeìbabkan nilai atau mutunya kurang 

baik atau kurang seìmpurna (yang teìrdapat pada badan, beìnda, batin, atau akhlak), 

keìmudian meìntal beìrarti beìrsangkutan deìngan batin dan watak manusia yang 

beìrsifat badan atau teìnaga39 

 
37 Nurhikmalh, N., & Ralhmaln, A. (2020). PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ORANG 

GILA (Studi Kolmpalralsi Antalr Halm Daln Hukum Islalm). Shalutunal: Jurnall Ilmialh Malhalsiswal 

Pelrbalndingaln Malzhalb daln Hukum. 
38 Sulalswalti, Kolnselp Dalsalr Kelpelralwaltaln Kelselhaltaln Jiwal (Jalkalrtal: EGC,2005), hlm 3. 
39 Walrdhalnal, Wisnu Calkral, alnd Yunalntol Yunalntol. "Pelmbalgialn Halrtal Walrisaln Balgi Oralng Dallalm 

Galnggualn Jiwal (ODGJ)." UNES Lalw Relvielw jolurnall 6.2 (2023): hlm 4157 
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2. Jeìnis-Jeìnis Gangguan jiwa 

Beìrdasarkan jeìnis-jeìnisnya  gangguan jiwa teìrbagi meìnjadi dua, yaitu: 

a) Gangguan jiwa organik 

Gangguan jiwa organik adalah jeìnis gangguan jiwa di mana seìseìorang tidak 

dapat meìlakukan peìnyeìsuaian yang jeìlas kareìna luka pada areìa otak atau 

kareìna substansi biokimia yang beìrfungsi pada areìa teìrseìbut (neìurotransmiteìr) 

b) Gangguan jiwa fungsional 

Gangguan jiwa fungsional adalah gangguan yang dise ìbabkan oleìh keìsalahan 

atau keìgagalan dalam beìlajar atau keìgagalan dalam meìngeìmbangkan pola-pola 

yang teìpat untuk meìnyeìsuaikan diri deìngan teìkanan dan streìs yang timbul 

dalam keìhidupan. 

 

3. Faktor Peìnyeìbab Gangguan Jiwa 

Peìnyeìbab Gangguan Jiwa teìrdapat beìbeìrapa faktor yaitu:  

a. Faktor Eksteìrnal (yang datang dari luar diri manusia)  

1) Faktor lingkungan 

Peìnyeìbabnya adalah keìjadian-keìjadian yang teìrjadi di dunia. Misalnya, 

keìhilagan seìsuatu yang amat beìrharga, baik orang yang dicintai, harta beìnda, 

maupun keìdudukan sosial. 

2) Obat-obatan 

Beìbeìrapa peìneìlitian meìnunjukkan bahwa beìbeìrapa obat-obatan dapat 

meìngubah kimiawi pada otak yang meìnyeìbabkan deìpreìsi. Contoh beìbeìrapa 

obat-obatan teìrseìbut ialah, obat untuk teìkanan darah tinggi, liveìr dan reìmatik. 

3) Narkotika  

Narkotika adalah obat-obatan yang meìmiliki eìfeìk samping yang meìmbuat 

orang ingin meìnggunakannya lagi dan lagi (keìcanduan). Beìrheìnti 

meìngonsumsi obat-obatan ini dapat meìnyeìbabkan deìpreìsi. 

b. Faktor Inteìrnal (yang beìrkaitan deìngan diri manusia)  

1) Faktor keìturunan  

Studi meìdis meìnunjukkan bahwa seìbagian orang beìrpoteìnsi meìngalami 

gangguan jiwa. Seìbagian orang deìngan gangguan jiwa juga meìmiliki keìluarga 

atau keìrabat yang teìrjangkit oleìh gangguan teìrseìbut.  

2) Peìnyakit-peìnyakit organik 

Peìnyakit-peìnyakit organik yang dimaksudkan adalah keìkurangan hormon 

keìleìnjar gondok. Hal ini meìngakibatkan timbulnya peìnyakit deìpreìsi. Beìgitu 

juga deìngan keìkurangan beìbeìrapa vitamin, seìpeìrti vitamin B12.40 

 
40 RINAWATI, Faljalr; ALIMANSUR, Molh. Anallisal falktolr-falktolr pelnyelbalb galnggualn jiwal 

melnggunalkaln pelndelkaltaln moldell aldalptalsi strels stualrt. Jurnall ilmu kelselhaltaln, 2016,hlm 34-38. 



26 
 

 

D. Tinjauan Aspeìk-Aspeìk yang Meìmpeìngaruhi Peìneìgakan Hukum 

Pada peìrkeìmbangan hukum progreìsif dinyatakan bahwa, seìmua aparat yang 

meìlaksanakan “keìkuasaan keìhakiman” (keìkuasaan meìneìgakan hukum) seìpatutnya 

diseìbut seìbagai aparat peìneìgak hukum.41 Aparat teìrseìbut meìmiliki tugas utama 

yaitu meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat. Oleìh kareìna itu, peìneìgak hukum 

dituntut untuk meìlaksanakan tugas dan fungsinya seìcara optimal, tidak hanya 

seìbatas meìnjalankan proseìdur formal, teìtapi juga meìnjunjung tinggi nilai 

keìadilan, keìmanusiaan, dan peìrlindungan hak asasi manusia. Deìngan deìmikian, 

keìbeìradaan aparat peìneìgak hukum diharapkan mampu meìmbeìrikan rasa aman 

seìrta meìnjamin teìrpeìnuhinya hak-hak seìtiap individu, teìrutama keìlompok reìntan 

dalam masyarakat. 

 

Tahapan dari peìneìgakan hukum ada beìragam aspeìk-aspeìk yaang bisa 

meìmpeìngaruhi peìneìgakan hukum. Contohnya yang beìrpandangan pada peìndapat 

ahli hukum, Meìnurut Soeìrjono Soeìkanto bahwasanya tidak seìlalu beìrjalan deìngan 

mulus ataupun seìsuai deìngan tujuannya. Tapi, teìrkadang di hadapkan deìngan 

seìrangkaian peìngaruh yang meìnjadi probleìmatika didalam peìneìgakan hukumnya. 

Akibatnya aparat yang beìrweìnang sulit untuk meìnjalankan tugasnya seìbagai 

peìneìgak hukum seìbab di peìngaruhi oleìh beìbeìrapa aspeìk-aspeìk yang 

meìmpeìngaruhi peìneìgakan hukum, beìrdasarkan Soeìrjono Soeìkanto ialah:  

 

1. Faktor hukumnya seìndiri, yakni undang-undang. 

Prakteìk meìnyeìleìnggarakan peìneìgakan hukum di lapangan seìringkali teìrjadi 

peìrteìntangan antara keìpastian hukum dan keìadilan. Hal ini dikareìnakan 

konseìpso keìadilan meìnurut suatu rumusan yang beìrsifat abstrak seìdangkan 

keìpastian hukum meìrupakan proseìdur yang teìlah diteìntukan seìcara normatif. 

Oleìh karna itu,suatu tindakan atau keìbijakan yang tidak seìpeìnuhnya 

beìrdasararkan hukum meìrupakan suatu yang dapat dibeìnarkan seìpanjang 

keìbijakan atau tindakan itu tidak beìrteìntangan deìngan hukum.  

2. Faktor peìneìgak hukum 

Yakni pihak-pihak yang meìmbeìntuk maupun meìneìrapkan hukum. Dalam 

rangka peìneìgakan hukum oleìh seìtiap leìmbaga peìneìgaak hukum,keìadilan dan 

keìbeìnaran harus dinyatakan,teìrasa,teìrlihatdan diaktualisasikan. 

 

 

 
41 Balrdal Nalwalwi Arielf,2008. Malsallalh Pelnelgalkaln Hukum Pidalnal Dallalm Pelnalnggulalngaln 

Keljalhaltaln. hlm 50. 
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3. Faktor sarana dan fasilitas  

Salah satu hal yang meìndukung peìneìgakan hukum. Yaitu meìncakup teìnaga 

manusia yang beìrpeìndidikan dalam teìrampil,organisasi yang baik,peìralatan 

yang meìmadai,keìuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

meìmadai, peìneìgakan hukum tidak dapat beìrjalan deìngan lancar yang 

meìngakibatkan peìneìgak hukum tidak bisa meìnjalankan peìranan deìngan 

seìmeìstinya. 

4. Faktor masyarakat 

Yakni lingkungan dimana hukum teìrseìbut beìrlaku atau diteìrapkan. Masyarakat 

juga meìmpunyai peìngaruh yang kuat teìrhadap peìlaksanaan peìneìgakan hukum, 

seìbab peìneìgakan hukum beìrasal dari masyarakat dan beìrtujuan untuk meìncapai 

masyarakat. Seìmakin reìndah tingkat keìsadaran yang dimiliki oleìh masyarakat 

makan akan seìmakin sulit untuk meìlaksanakan peìneìgakan hukum yang baik. 

5. Faktor keìbudayaan 

Keìbudayaan Indoneìsia meìndasari pada hukum adat yang beìrlaku pada masing-

masing daeìrah,namun beìrlaku juga hukum teìrtulis (peìrundang-undangan). 

Apabila peìraturan peìrundang-undangan tidak seìsuai dan beìrteìntangan deìngan 

keìbudayaan masyarakat,makan akan seìmakin sulit untuk meìlaksanakan dan 

meìneìgakkan peìraturan hukum.42 

Dalam kasus tindak pidana keìkeìrasan seìksual fisik yang dilakukan pada rang 

deìngan gangguan jiwa (odgj) di peìrlukan peìneìgakan hukum yang adil, hingga 

peìrlindungan khusus bagi korban. Strateìgi ini diharapkan tidak hanya meìmbeìrikan 

eìfeìk jeìra teìrhadap peìlaku, teìtapi juga meìmastikan bahwa hak-hak ODGJ seìbagai 

keìlompok yang reìntan teìrlindungi deìngan baik dalam sisteìm peìradilan pidana. 

Adapun aturan-aturan yang meìmuat keìteìntuan meìngeìnai hak-hak yang dibeìrikan 

seìbagai beìntuk peìrlindungan hukum teìrhadap orang deìngan gangguan jiwa 

teìrcantum pada beìbeìrapa Undang-Undang antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 teìntang keìseìhatan jiwa pasal 70 ayat (1) 

huruf f yang beìrbunyi “ODGJ beìrhak meìndapatkan peìlindungan dari seìtiap 

beìntuk peìneìlantaran, keìkeìrasan, eìksploitasi, seìrta diskriminasi”. 

2. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 teìntang Peìnyandang Disabilitas Pasal 5, 

Pasal 9 dan Pasal 39.  

a. Pasal 5 ayat (1) meìnyatakan bahwa hak yang harus diteìrima oleìh peìnyandang 

disabilitas yaitu salah satunya adalah hak untuk meìndapat peìrlindungan hukum 

dan keìadilan, beìbas dari tindakan diskriminasi, peìnyiksaan, peìneìlantaran dan 

eìksploitasi.  

b.  Pasal 9 yaitu Hak keìadilan dan peìrlindungan hukum untuk Peìnyandang 

Disabilitas meìliputi hak: 

 a.) atas peìrlakuan yang sama di hadapan hukum; 

 b.) diakui seìbagai subjeìk hukum;  

 c.) meìmiliki dan meìwarisi harta beìrgeìrakatau tidak beìrgeìrak;  

 
42 Solelrjolnol Solelkalntol, 2014. Falktolr-falktolr yalng Melmpelngalruhi Pelnelgalkaln Hukum.hlm 8. 
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 d.) meìngeìndalikan masalah keìuangan atau meìnunjuk orang untuk meìwakili 

keìpeìntingannya dalam urusan keìuangan;  

 eì.) meìmpeìroleìh akseìs teìrhadap peìlayanan jasa peìrbankan dan nonpeìrbankan;   

 f.) meìmpeìroleìh peìnyeìdiaan Akseìsibilitas dalam peìlayanan peìradilan;  

 g.) atas Peìlindungan dari seìgala teìkanan, keìkeìrasan, peìnganiayaan, 

Diskriminasi, dan/atau peìrampasan atau peìngambilalihan hak milik; 

 

Dalam konteìks impleìmeìntasi hukum, peìrlu adanya peìnguatan kapasitas 

keìleìmbagaan dan sumbeìr daya manusia di seìktor peìneìgakan hukum agar mampu 

meìnangani peìrkara yang meìlibatkan korban deìngan gangguan jiwa seìcara 

profeìsional dan beìrpeìrspeìktif disabilitas. Aparat peìneìgak hukum harus dibeìkali 

deìngan peìlatihan khusus meìngeìnai peìndeìkatan teìrhadap ODGJ, teìrmasuk 

peìmahaman atas kondisi psikis korban, teìknik peìmeìriksaan yang tidak 

meìnimbulkan teìkanan meìntal, seìrta peìnggunaan bahasa yang mudah dipahami. 

peìlaksanaan peìneìgakan hukum juga harus meìmpeìrhatikan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2022 teìntang Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksual (UU TPKS), 

yang meìneìgaskan peìntingnya peìrlindungan dan peìmulihan bagi korban, teìrutama 

meìreìka yang teìrmasuk dalam kateìgori keìlompok reìntan. Peìneìrapan pasal-pasal 

dalam UU TPKS teìrhadap korban ODGJ harus dioptimalkan seìbagai beìntuk 

konkreìt dari prinsip leìx speìcialis, seìhingga aparat peìneìgak hukum tidak hanya 

beìrfokus pada peìnghukuman peìlaku, teìtapi juga pada peìmulihan dan peìrlindungan 

bagi korban. 

 

Kurangnya atau tidak adanya peìneìgakan hukum yang maksimal dapat beìrdampak 

pada meìnurunnya kreìdibilitas para peìmbuat aturan, peìlaksana keìbijakan, seìrta 

masyarakat yang beìrada di bawah aturan teìrseìbut. Akibatnya, dampak neìgatif dari 

situasi ini akan dirasakan oleìh seìluruh eìleìmeìn yang teìrlibat. Oleìh kareìna itu, 

aturan yang sudah diteìtapkan tidak boleìh beìrheìnti pada tahap peìrumusan saja, 

meìlainkan harus teìtap hidup, teìgak, dan beìrjalan seìbagaimana diamanatkan oleìh 

leìmbaga reìsmi yang diakui neìgara. Peìneìgakan hukum yang konsisteìn dan 

beìrpihak pada keìadilan sosial akan meìmpeìrkuat keìpeìrcayaan publik teìrhadap 

sisteìm peìradilan pidana seìrta meìnjadi wujud nyata neìgara dalam meìlindungi 

warganya, khususnya keìlompok reìntan seìpeìrti orang deìngan gangguan jiwa 

ODGJ yang seìring kali meìnjadi korban tanpa mampu meìmbeìla diri  
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III.METODE PENELITIAN 

Meìtodologi dalam arti umum adalah studi yang logis dan sisteìmatis teìntang 

prinsip-prinsip yang meìngarahkan peìneìlitian ilmiah. Deìngan deìmikian, 

meìtodologi (meìthodology) dimaksudkan seìbagai asas-asas umum dalam 

peìneìlitian, bukan seìbagai meìtodeì (meìthods) atau cara-cara yang digunakan untuk 

meìlaksanakan peìneìlitian. Meìtodologi peìneìlitian (reìseìarch meìthodology) beìrfungsi 

seìbagai dasar beìrpikir ilmiah dalam meìlakukan keìgiatan peìneìlitian deìngan 

meìngikuti sifat seìrta karakteìr dari objeìk keìilmuannya.43 

 

A. Peìndeìkatan Masalah 

Peìndeìkatan masalah dalam meìlakukan peìneìlitian ini meìnggunakan 2 (dua) 

peìndeìkatan yakni seìcara yuridis normatif dan yuridis eìmpiris.44 

1. Peìndeìkeìtan Yuridis Normatif 

Peìndeìkatan yuridis normatif meìrupakan peìndeìkatan yang dilakukan deìngan cara 

meìneìlaah teìori-teìori,konseìp-konseìp seìrta peìraturan peìrundang-undangan yang 

beìrhubungan deìngan skripsi ini. 

2. Peìndeìkatan Yuridis Empris  

Peìndeìkatan yurisid eìmpiris meìrupakan peìndeìkatan deìngan meìlakukan peìneìlitian 

lapangan (Fieìld reìseìarch), yaitu deìngan meìlihat fakta-fakta yang ada dalam 

praktik di lapangan deìngan tujuan meìlihat keìnyataan atau fakta-fakta yang konkrit 

meìngeìnai peìneìgakan hukum oleìh keìpolisian teìrhadap peìlaku tindak pidana 

keìkeìrasan seìksual fisik pada orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ). 

 

 
43 Qalmalr Nurul,Falralh syalh relzalh, Meltoldel pelnellitialn hukum, Malkssalr, CV. Solsiall Pollitic Gelnius 

(SIGn), 2020, hlm.3 
44 Abdulkaldir Muhalmmald, (2004), Hukum daln Pelnellitialn Hukum, Balndung: Citral Adityal Balkti, 

hlm.73 

 



30 
 

 

B. Sumbeìr dan Jeìnis Data 

Peìnulis meìnggunakan dua sumbeìr data dalam peìnyeìleìsaiian skripsi ini,yaitu data 

primeìr dan data seìkundeìr. 

 

1. Data Primeìr 

Data Primeìr adalah data yang dipeìroleìh oleìh peìnulis meìlalui studi deìngan 

meìngadakan wawancara dilapangan deìngan peìrtanyaan keìpada pihak yang teìrkait. 

 

2. Data Seìkundeìr 

Data seìkundeìr adalah data yang dipeìroleìh dari studi keìpustakaan. Yang dipeìroleìh 

deìngan cara meìmbaca,meìngutip,meìncatat,seìrta meìneìlaah bahan hukum 

primeìr,bahan hukum seìkundeìr dan bahan hukum teìrsieìr.  

1) Bahan Hukum Primeìr 

Yaitu bahan hukum yang meìmpunyai keìkuatan hukum Yang meìngikat,dan dalam 

hal ini yaitu: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 1946 

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teìntang Hak Asasi Manusia. 

c) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 teìntang Keìpolisian Neìgara Reìpublik 

Indoneìsia. 

d) Undang-undang nomor 18 tahun 2014 teìntang Keìseìhatan Jiwa 

e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 teìntang Tindak Pidana Keìkeìrasan 

Seìksual. 

 

2) Bahan Hukum Seìkundeìr  

Yaitu bahan-bahan yang meìmbeìrikan peìnjeìlasan meìngeìnai bahan hukum 

primeìr seìpeìrti hasil-hasil peìneìlitian,hasil-hasil karya peìnilisan,dan peìtunjuk-

peìtunjuk yang beìrkaitan deìngan peìneìgakan hukum oleìh keìpolisian teìrhadap 

tindak pidana keìkeìrasan seìksual pada orang deìngan gangguan jiwa (ODGJ). 

3) Bahan Hukum Teìrsieìr 

Yaitu bahan hukum yang fungsinya meìmbeìrikan peìrtunjuk maupun peìnjeìlasan 

bahan hukum primeìr dan seìkundeìr,seìpeìrti kamus liteìratur,eìnsiklopeìdia,meìdia 

masa dan seìbagainya. 
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C. Peìneìntuan Narasumbeìr 

Peìneìntuan Narasumbeìr diteìtapkan beìrdasarkan keìteìrlibatan Narasumbeìr teìntang 

peìnulisan judul dan isi pada skripsi ini, seìhingga Narasumbeìr dapat meìmbeìrikan 

informasi dan jawaban yang dibutuhkan peìnulis dalam peìneìlitian. Adapun 

Narasumbeìr dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikut:  

 

1. Anggota  Keìpolisian  Reìsort Bandar Lampung Unit PPA             1 Orang 

2. Hakim Peìngadilan Neìgeìri Tanjung Karang    1 Orang 

3. Akadeìmisi Doseìn Bagian Hukum  Pidana Fakultas Hukum   

  Univeìrsitas Lampung                   1 Orang + 

            Jumlah           : 3 Orang 

D. Proseìdur Peìngumpulan dan Peìngolahan Data 

1. Proseìdur Peìngumpulan Data 

Proseìs peìngumpulan data dalam peìneìlitian ini beìrtujuan untuk meìmpeìroleìh bahan 

hukum yang reìleìvan. Teìknik yang digunakan meìliputi studi pustaka (library 

reìseìarch) dan studi lapangan (fieìld reìseìarch). Studi pustaka dilakukan deìngan 

meìnganalisis isi atau substansi dari beìrbagai bahan hukum, seìpeìrti buku, 

peìraturan peìrundang-undangan, jurnal, artikeìl, putusan peìngadilan, dan sumbeìr 

pustaka lain yang beìrhubungan deìngan topik peìneìlitian ini. Meìlalui teìknik ini, 

peìneìliti dapat meìmahami dasar-dasar teìoreìtis seìrta keìrangka normatif yang 

meìndasari peìrmasalahan yang dikaji. Seìlain itu, studi lapangan akan dilaksanakan 

meìlalui wawancara langsung yang teìrarah deìngan narasumbeìr yang meìmiliki 

keìteìrkaitan atau peìngalaman deìngan peìrkara yang diteìliti. Peìndeìkatan ini 

beìrtujuan untuk meìnggali informasi leìbih dalam meìngeìnai konteìks hukum dan 

meìndapatkan peìrspeìktif dari pihak-pihak yang teìrlibat seìcara langsung. 

Kombinasi antara studi pustaka dan wawancara lapangan ini diharapkan mampu 

meìnghasilkan data yang kompreìheìnsif, seìhingga dapat meìndukung analisis yang 

meìndalam seìrta meìmbeìrikan kontribusi yang signifikan teìrhadap hasil peìneìlitian. 

Deìngan deìmikian, data yang dipeìroleìh tidak hanya beìrsifat teìoritis, teìtapi juga 

meìnceìrminkan kondisi faktual yang teìrjadi di lapangan. 
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2. Proseìdur Peìngolahan Data 

a. Ideìntifikasi Data  

Data yang teìlah dikumpulkan baik data seìkundeìr maupun data primeìr, 

dilakukan peìmeìriksaan untuk meìngeìtahui apakah data yang dibutuhkan 

teìrseìbut sudah cukup dan beìnar.  

b. Klasifikasi Data  

Data yang sudah teìrkumpul dikeìlompokkan seìsuai deìngan jeìnis dan sifatnya 

agar mudah dibaca seìlanjutnya dapat disusun seìcara sisteìmatis.  

c. Sisteìmatisasi Data  

Data yang sudah teìrkumpul dikeìlompokkan dan disusun seìcara sisteìmatis 

seìsuai deìngan pokok peìrmasalahan konseìp dan tujuan peìneìlitian agar mudah 

dalam meìnganalisis data. 

E. Analisis Data 

Seìteìlah dipeìroleìh data keìmudian dianalisis deìngan meìnggunakan meìtodeì 

analisis seìcara kualitatif yaitu seìteìlah data didapat diuraikan seìcara sisteìmatis 

dan disimpulkan deìngan cara pikir induktif seìhingga meìnjadi gambaran umum 

jawaban peìrmasalahan beìrdasarkan hasil peìneìlitian. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dalam peìneìlitian ini adalah:  

1. Analisis Penegakan hukum dalam Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk 

telah berjalan melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi, namun masih 

ditemukan beberapa kekurangan. Dasar hukum dalam Pasal 285 dan Pasal 286 

KUHP serta UU TPKS sebenarnya telah memberikan ruang perlindungan lebih 

bagi korban ODGJ, khususnya Pasal 70 yang meìnjamin hak atas peìmulihan 

korban dan Pasal 15 ayat (1) huruf h yang memperberat pidana apabila korban 

adalah penyandang disabilitas. tetapi implementasinya belum maksimal. Pada 

tahap aplikasi, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala berupa 

minimnya bukti elektronik dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pada tahap 

eksekusi, pidana memang telah dijalankan, namun upaya pemulihan korban 

seperti restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial masih belum terpenuhi secara 

optimal. Selain itu, hakim seharusnya tidak memberikan keringanan hukuman 

hanya karena terdakwa bersikap sopan atau baru pertama kali dipidana, 

melainkan menjatuhkan pidana yang lebih tegas sesuai ketentuan Pasal 285 

KUHP, yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun, mengingat korban merupakan 

penyandang disabilitas yang tidak dapat membela dirinya karena keterbatasan 

mental. 

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pada Putusan Nomor 

657/Pid.B/2024/PN Tjk terlihat dari berbagai aspek. Faktor substansi hukum, 

KUHP masih lebih dominan digunakan dibanding UU TPKS sehingga 

perlindungan korban belum maksimal. Faktor aparat penegak hukum, polisi 

terhambat minimnya alat bukti, jaksa menghadapi ketidakkonsistenan 

keterangan korban, dan hakim harus melibatkan ahli karena kondisi psikologis 

korban. Selain itu, dalam putusan tersebut hakim belum memaksimalkan 
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penerapan pidana sesuai Pasal 285 KUHP dan ketentuan pemberatan dalam 

UU TPKS, sehingga rasa keadilan bagi korban berkurang. Dari aspek sarana, 

dukungan teknologi dan layanan khusus bagi korban masih terbatas. 

Sedangkan dari faktor masyarakat dan budaya, rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat untuk melapor serta penyelesaian secara kekeluargaan turut 

menghambat penegakan hukum. 

 

B. Saran 

Saran dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikut: 

1. Keìpada aparat peìneìgak hukum, baik peìnyidik keìpolisian, jaksa, maupun 

Hakim diharapkan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban, 

khususnya penyandang disabilitas, dengan menjatuhkan pidana yang tegas dan 

proporsional tanpa memberikan keringanan berdasarkan alasan subjektif 

seperti sikap sopan atau status sebagai pelaku pertama kali. Serta di harapkan 

untuk leìbih meìngoptimalkan dan meìnsinkronkan antara KUHP deìngan UU No. 

12 Tahun 2022 teìntang TPKS, seìhingga aturan meìngeìnai peìrlindungan dan 

peìmulihan korban, khususnya Pasal 70 dan Pasal 15 ayat (1) huruf h, dapat 

beìnar-beìnar diteìrapkan. Aparat peìneìgak hukum perlu memperkuat layanan 

pemulihan bagi korban melalui penyediaan fasilitas restitusi, rehabilitasi, dan 

dukungan sosial yang optimal. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan 

kesadaran hukum serta keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan seksual 

agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. 

2. Untuk memperkuat penegakan hukum, penggunaan UU TPKS perlu benar-

benar diterapkan agar perlindungan korban lebih maksimal. Aparat penegak 

hukum perlu meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan, khususnya 

dalam penguatan alat bukti dan kemampuan menangani korban penyandang 

disabilitas. Hakim diharapkan menjatuhkan pidana yang tegas dan sepadan 

sesuai Pasal 285 KUHP dan ketentuan pemberatan UU TPKS. Pemerintah juga 

perlu menyediakan sarana pendukung seperti teknologi forensik dan layanan 

khusus korban. Selain itu, masyarakat pun diharapkan meningkatkan kesadaran 

hukum serta keberanian untuk melapor, sehingga penegakan hukum dapat 

berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh budaya penyelesaian secara 

kekeluargaan.  
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